
BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAf, RAH KABT]PATEN DONGGALA
NOMOR 8 TAHTJN2OIT

TEI{TANG

PENYELENGGARAAI\I PELAYANAII TERPADU SATU PINTU
DI KABTJPATEN DONGGALA

Df,NGAN RAHMATTI,JIIAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BTJPATI DONGGALA.

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dalam

rangka mendorong p€rtumbuhan ekonomi melalui peningkatan

investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada

peran usaha miko, kecil dan menengah, perlu dilakukan
penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadul
bahrva berdasarkan pertimbangan hurufa tenebut di atas perlu
membentuk Peraluran Daerah tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Donggala.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 lentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat : l.
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3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang
Peraturan Pembentukan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43E9);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor l2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (t embaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4E,14);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor l4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7.
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentarg Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor I l2 Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038):
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah'

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (trmbaran Negara Republik Indonesia

tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia lahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4861 );

9.

10.

ll.

12.

l.).

14.
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ls.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang

Penanaman Modal;
l6.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran

Daerah Kabupaten Donggala Tahun 200E Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun

2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

I-embaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten

Donggata (trmbaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun

2010 Nomor 9);
l8.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor I Tahun

201I tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Donggala Tahun 201 I Nomor l );
19. Peratiran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun

20ll tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 201 I Nomor 2);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun

20l l tentang Retribusi Jasa Usaha (kmbaran Daerah

Kabupaten Donggala Tahun 201 I Nomor 3);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun

20ll tentang Retribusi Perizinan Tertentu (t'embaran

Daerah Kabupaten Donggala Tahun 201 I Nomor 4);

Dengan Persetujnan Berssma

DEWAN PERWAIflLAN RAKYAT DAERAI{ KABUPATEN DONGGALA

dan

B{JPATI DONGGALA
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAII KABUPATEN DONGGALA

TENTANG PEI{Yf, LENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DI KABIJPATEN
DONGGALA.

BAB I
KETENTUANUMtJllT

Pasat I

Dalam Peraoran Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Donggala'

i. F".*f*"h Pusat' selanjutnya?sebut Pemerintah' adalah Presiden Republik

lndonesia y-g ."."g"ng kekuasaan pemerintahan negara Republik

il;;;;t; J"u"i"lt-" -aitiaksud dalam Undang-undang Dasar Negara

Reoublik Indonesia Tahun 1945'

3. ;:;-l"ilH;;"rl, uf-ur, p"."rint"t Kabuparen Donggata yang terdiri dari
" ;;;i;; perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.
4. Bupati adalah BuPati Donggala'

;. P&;;at-g *'r**"n9'"Jaurt pejauat nenryr1$r dan/atau pemerintah

daerah yang secara amoutif rn"uiun a"t"gutif "t"f ,pt'":"*" rylig^C:
;;ilg; ying berlaku memiliki kiwenangan mengelola pelayanan p€nzrnan

dan non Perizinan.
6. ;;;;; fr;" Perangkat Daerah vang selanjutnva disingkat SKPD adalah
" 

".."r' 
p"ii^"tu Buiati aui* p"'tyJ"ngeut""n n"t1i-1$- daerah vang

U"*"Jg"^g :"*ab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang

tertentu di KabuPaten Donggala'

?. ;;6;;;; i..pudu Sutu liniu vung selanjutnva disebut PTSP adalah kegiatan

penyelenggaraan ,uatu p"tizinin dan nonperizinan yang mendapat

p"nd"t"giriun atau pelimpahan. wewenang *tl ]:1?:,i1-""u 
instansr vang

memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses

i""l"r.r-"^v" aitutui 'aati tahap permohonan sampai dengan tahap

i".bitnyu dokumen yang dilakukan dalam satu tempatl
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8. Penyelenggara Pelayanan Ter?adu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP

adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi

mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi

kewinangan daerah dan/atau yang dilimpahkan oleh pemerintah dengan sistem

satu pintu.
9. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola

pelayanan perizinan dan non perizinan.
10. Badan usaha yang selanjutnya disebut badan adalah sekumpulan orang dan/atau

modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Pers€roan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara stau Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firm4 kongsi, koperasi, dana pensiun, persekuhun,

perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga' bentuk usaha tetap

dan bentuk badan lainnya
ll. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal' baik oleh

penanam modal dalam negeri maupun Penaft[n modal asing, untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik lndonesia;

12. Penanam modal dalam negeri adalah p€rs€orangan warga negara lndonesia' badan

usaha Indonesi4 negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan

penanaman modal di wilayah negara Republik lndonesia;
13. Fenanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing badan usaha

asing, dan / atau pemerintah asing yang melakukan penanzrman modal di

wilayah negara Republik Indonesia;

14. Modal adaiah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang dimiliki oleh pelaku

usaha/penanam modal yang memptrnyai nilai ekonomis;
15. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang

antam lain berupa izin usaha dan izin operasional;

16. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan penerbitan rekomendasi, pembuatan

ideniitas diri, akta dan surat keterangan' pelayanan informasi, dan fasilitasi

pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal;

17. izin Usaha adilah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk memulai

kegiatan usaha;

18. Izii Operasional adalah izin yang wajib dirniliki oleh perusahaan untuk

melaksanakan kegiatan beroperasi/berproduksi komersial, baik bamng mauPun

jasa;
lg. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan
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bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

20. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada ses@rang atau pelaku usaha
/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

21. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hah kewajiban, dan
pertanggungiawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk
penandatanganannya atas nama p€mberi wewenang;

22. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan
pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk
penandatanganannya atas nama penerima wewenang;

23. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu,
prosedur dan biaya pernberian perizinan dan non perizinan.

24. Perizinaur. paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan
kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis

izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

25. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk
memperoleh dokumen yang besarannya telsh ditetapkan sesuai dengan

peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

26. Pengawasan fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan
oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap PPTSP sesuai peraturan

perundang-undangan.
27. Pengawasan masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat

terhadap kinerja PPTSP sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUJUAN DAI' SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan PTSP adalah:

a. meningkatkan kualitas layanan publik;
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh

pelayanan publik ;

c. menyederhanakan proses pengurusan perizinan yang terkait dengan kegiatan

usaha dan/atau penanaman modal;

d. mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan terkait dengan

pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal;
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Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan PTSP adalah:
a. ter*ujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan

terjangkau;
b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BABItr
Pf, I\ryEDERIIANAAN PELAYANAII

Prssl 4

(l). Bupati wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu

satu pintu.
(2). Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) meliputi:
a. pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh

PPTSP, mencakup :

l. pelayanan semua jenis perizinan kegiatan usaha dar/atau penanaman

modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan usaha

dd/atau p€nanaman modal, termasuk izin usaha, izin operasional,

serta pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal;
2. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi,

termasuk pelayanan informasi, dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan

usaha danlatau penanaman modal;
3. pelayanan penerbitan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan

sesuai dengan kewenangannya;
4. kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal

yang meliputi bantuan penyelesaian permasalahan yang dihadapi

pelaku usaha/ penanam modal dalam melaksanakan kegiatan usaha

dar/atau penanaman modal;

5. kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal

termasuk fasilitasi pelayanan perizinan yang berada di luar

kewenangannya; dan/atau
6. bantuan dan advokasi dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi

pelaku usaha/penanam modal.

b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar

waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
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c. kepastian biaya perizinan dan/atau retribusi tidak melebihi dfii ketentuan

yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
d. kejelasan prordur pelayanan dapat ditelusud dan diketahui setiap tahapatl

proses p€mhrian perizinan dan non perizinm sesuai dengan urutan

prosedumya:
e. mengurangi berkas kelengl.apan permohonan perizinan yang sama untuk

dua atau lebih permohonan perizinan;

f. mengurangi/meringankan beban biaya perizinan dan/atau retribusi dengan

memperhatikan kemampuan pemohon izinlWajib Retribusi' antara lain

dengan mengangsur;
g. pemb€basan biaya perizinan dar/atau retribusi bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah (UlvilW) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan

peraturan yang berlakq dan
h. pemberian hak kepada masyarakat untuk mempercleh informasi dalam

kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

(3). Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan penyederhanaan penyelenggaraan' 
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) kepada Kepala

PPTSP

BABW
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA PEI.AYANAIT TERPADU

SATU PINTU

Pasal 5
(l) PPTSP adalah SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non

perizinan berbentuk Badan atau Kantor sesuai kelentuan perundang-undangan

yang berlaku.
(2) Fengembangan lebih lanjut kelembagaan PPTSP ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Pasal 6
(l) Tugas PPTSP adalah penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan dan non' ' p.irin- yang menjadi kewenangan daerah dan yang dilimpahkan oleh pejabat

yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

183



(2) Tugs PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi pengelolaan

administasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Pagal 7

PPTSP dilarang :

a. Meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;

b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan

yang diberikan;
c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-

undangan wajib dirahasiakan;
d. menyalahgunakan pemanfaatan samna-prasarana pelayanan;

e. memberikan informasi yang menyesatkan;
f. menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan'

Pasal E

Perangkat Daerah teknis terkait berkewajiban dan bertanggungiawab untuk:
a. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka kelancaran

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PPTSP;

b. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas p€ngelolaan perizinan

dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Passl 9

Norma, standar, dan prosedur PPTSP disusun berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ditetapkan dalam peraturan

bupati.
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BABV
PEI.AYANAN IZIN

Pasrl l0
(l) Badan usah, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dan

usaha perseorangan, setelah memenuhi ket€ntuan peraturan perundang-
undangan, wajib mengurus izin usaha-

(2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan
hukum yang telah memenuhi ketentudl yang dipersyaratkan, mengajukan
permohonan penerbitan izin usaha kepada PPTSP sesuai dengan
kewenangannya.

Prsrl ll
(l) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk beroperasi/berproduksi

komersial mengajukan permohonan izin usaha/izin operasional kepada PPTSP
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan usaha pada bidang usaha tertentu yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dipersyaratkan harus memiliki izin operasional, maka
izin usaha berlaku sebagai izin operasional.

(3) lzin operasional berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usah4 kecuali
diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TOLOK UKU& PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN

PELAYANAN
Pssal 12

(l) Pelaksanaan PTSP harus menghasilkan mutu pelayanan yang meningkat, yang

diukur dengan indikator yang disusun dan ditetapkan berdasarkan peratufttn
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Parameter indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi sekurang-

kurangnya:
a. ketersediaan lempat, sarana dan prasarana informasi berupa lembaran

informasi, serta panduan dan prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan

mudah diakses oleh penanam modal;
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ketersediaan sarana telematika berikut p€ranti lunak yang memadai;
ketersediaan sumber daya manusia yang professional dan memiliki
kompetensi yang andal;
ketersediaan mekanisme ke{a dalam b€ntuk p€tunjuk pelaksaraan PTSP

di wilayah kerjanya.

Psssl 13

(l) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari
tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara

terpadu satu pintu.
(2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis

perizinan tertentu atau perizinan paralel.
(3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memiliki sarana

dan pra sarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu:
loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
tempat/ruang pemrosesan data;
tempaVruang pembayaran;
tempat/ruang penyerahan dokumen; dan

tempat/ruang penanganan pengaduan.

Pasal 14

(l) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah

koordinasi Kepala PPTSP.
(2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) beranggotakan masing-

masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
(3) Tim kerja teknis sebagaimana dimalsud pada ayat (2) memiliki kewenangan

untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai

diterima atau ditolaknl a suatu p€rmohonan perizinan.

(4) Seluruh biaya yang berkenaan dengan pemeriksaan teknis di lapangan

dibebankan kepada pemohon izinlpelaku usaha.

b.
c.

d.

a.

b.

d.
e.
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Prsrl 15

Jangka waktu penyelesaian pelayanan- Perizinan. dan n91 rylzinan 
ditetapkan

p"fi-rg f"rn" tS (iima Uefai) frari kerja terhitung sejak dit€rimanya berkas

permohonan secara lengkap dan berur.

Prsel 16

(l) Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif
''' y-g Jlt"t"pi- berdasarkan p"otuo" daerah dary'atau peraturan perundang-

undangan Yang berlaku.

<Zl Oo-tufi"n'p"lyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan desa serta
' ' 

kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan'

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

P$rl 17

(l) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan PPTSP diulamakan yang mempunyai

kompetensi di bidangnYa.

(2) i;;c; PPTSP ieLagaimana dimaksud ayat (l). diberikan tunjangan

khusus/insentif/ tamuatran penghasilan yang besarannya diatur lebih lanjul dengan

Peraturan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah'

Pasal 18

pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya

manusia PPTSP secara berkesinambungan

BAB VIII
PEMANFAATAN TEKNOLOGI TELEMATIKA DAI{ KETERBUKAAN

INFORMASI

Pasrl 19

(l) PPTSP berkewajiban meningkatkan 5"t"d'ha.^!T:latan' 
dan efisiensi

oelayanan pe.zlnan oun nui f-eritin* dengan membangun jaringan komunikasi

vans berbasis teknologi telematikal
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(2) Badan usaha dapat memanfaatkan t€knologi telematika untuk mengajukan
permohonan izin usaha dan izin operasional kepada PPTSP;

(3) Badan usaha yang mengajukan permohonan izin usaha dan izin operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan dokurnen fisik paling
larnbat pada saat pengambilan perizinan yang dimohonkan.

(4) PemanfaaAn teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didukung oleh
data dasar yang sama sesuai ketentuan p€raturan perundang-undangan

(5) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi daftar bidang
usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan serta peraturan perundang-undangan lain yang dapat diakses
oleh publik.

(6) Pembangunan jaringan telematika di daerah menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah.

Prsel 20
(l) PPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
(2) Data perizinan dan non perizinan yang diselesaikan oleh PPTSP seliap bulan

disampaikan kepada Bupati dan peranglat daerah teknis terkait.

Pss{l2l
(l) PffSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis

pelayanan dan penyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada

setiap pros€s, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara
pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah
diakses dan diketahui oleh masyarakat.

(2) Penyebarlu-san informasi sebagaimana dimaksud ayat (l), dilaksanakan oleh
PPTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan, desa dar/atau
kelurahan.

Pasal 22
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan informasi jenis pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l dapat diakses oleh masyarakat dan dunia
usaha.
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BAB D(
PENANGANAN PENGADUAII

Passl 2:i

PPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang

disesuaikan dengan kondisi daerah'

Pasel 24

PPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat. secata tepal c€pat datl

memberikan jawaban serta penyelisaiannya kepada pengadu paling lama l0 (sepuluh)

hari kerja.

BABX
KEPUASAI\ MASYARAKAT

Pasd 25

PPTSP wajib melakukan penelitisn kepuasan masyarakat secara bertala sesuai

peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAI\ DAI{ PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembine.sn

Pasrl 26

( I ) Pembinaan atas PPTSP dilakukan secara berjenjang -dan 
berkesinambungan oleh

Menteri Dalam Negeri dan Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing

dalam rangka meningt<att<an dan mempertahankan mutu p€layanan perizinan dan

non Perizinan.
tZl F.t"li"-" sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi.pengembangan sistem'*' 

;;;; daya 
-manusia dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah' yang

dilaksanakan melalui:
a. koordinasi secara berkala;

b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;

c. pendidikan. pelatihan' pemagangan' dan

O. p".""a--t, penelitian, 
-pengembangan' pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan PelaYanan Publik'
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Bagian kedua
P€ngawrsstr

Prsal 27

Pengawasan terhadap proses penyelengganun pelayanan terpadu satu pintu dilakukan
oleh aparat p€ngawas intem pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya.

BAB XII
KER.IASAMA

Pesrl 2t

Dalam pengembangan PPTSP, Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak
pergunxm tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usah4 lembagalembaga
intemasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BABXIII
PELAPORAN

Prsal 29

Bupati menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubemur Sulawesi Tengah
mengenai perkembangan proses pembentukan PPTSP, penyelenggaraan pelayanan,
capaian kinerj4 kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BABXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal f,O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerai ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.
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DitetaPksn di Donggala

Pada tanggal 2l Juni 20ll

BI'JPATI DONGGALA

ttd,

IIABIRPONULf,LE

Diundangkan di Donggata'
' Padatanggal,2l Juni 201I

SEKRETARIS DAERAH KABIJPATEN DONGGALA'

ttd.

Dn' H' I(ASMUDnT :HL!1:'9i
PEMBINA I']"TA-I\{A IUAI' Y A
NrP' 1953 0201 19E2 03 I 007

LEMBARAI\ DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAIIT'JN 2OI1

NOMORE

Salinan sesuai dengan aslinYa :

. SEKRETARIAT DAERAH KABIJPATEN DONGGALA

KEPALA BAGI;X.TTUiUU NAN PERUNDANG'I''NDANGAN'
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